KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

Jalan Raden Patah, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Nomor kontak: 085760523322. Email: ditientkpr@pkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/KPTS/Dt/2026
TENTANG
FORMAT/TEMPLAT ADMINISTRASI HUKUM VERIFIKASI USULAN CALON
PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Keputusan

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor
40/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Usulan
Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian
Risiko tentang Format/Templat Administrasi Hukum Verifikasi
Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);

2. Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko Nomor 40/KPTS/Dt/2026 tentang
Petunjuk Teknis Verifikasi Usulan Calon Penerima
Bantuan Bedah Rumah,;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN

PENGENDALIAN RISIKO TENTANG FORMAT/TEMPLAT
ADMINISTRASI HUKUM VERIFIKASI USULAN CALON
PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH.

KESATU : Format/templat administrasi hukum pengusulan calon

penerima bantuan Bedah Rumah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang

mengatur mengenai format/templat Keputusan Direktur
Jenderal tentang Tim Verifikasi Usulan, Berita Acara Hasil
Verifikasi Usulan, dan Daftar Hasil Verifikasi Usulan Calon
Penerima Bantuan Bedah Rumah sebagaimana diatur dalam
Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian
Risiko Nomor 20/KPTS/Dt/2026 tentang Format/Templat
Administrasi Hukum Pengusulan, Verifikasi, dan Penggantian
Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.




KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,
ERE AT

ROBERIA
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41/KPTS/Dt/2026

TENTANG

FORMAT/TEMPLAT ADMINISTRASI = HUKUM
VERIFIKASI USULAN CALON PENERIMA
BANTUAN BEDAH RUMAH

DAFTAR FORMAT/TEMPLAT BAKU

A. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TIM VERIFIKASI USULAN

B.

SURAT TUGAS PELAKSANAAN VERIFIKASI USULAN

C. NASKAH HASIL VERIFIKASI USULAN




A. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TIM VERIFIKASI USULAN

-kop surat unit organisasi-

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

... KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...
TENTANG

TIM VERIFIKASI USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi usulan calon penerima
bantuan Bedah Rumah Tahun ... , perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal ... tentang Tim Verifikasi Usulan Calon Penerima
Bantuan Bedah Rumah Tahun ...;

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor ...
Tahun ... tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun ... Nomor ...;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... TENTANG TIM VERIFIKASI
USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH TAHUN ...

Tim Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah pada
Direktorat Jenderal ... dibentuk dengan susunan keanggotaan tim
sebagai berikut:

Ketua ! ... nama jabatan ex officio;
Wakil Ketua ! ... nama jabatan ex officio;
Sekretaris . ... nama jabatan ex officio;
anggota : 1. ... nama jabatan ex officio;
2. ... nama jabatan ex officio;
3. ... nama tanpa gelar tanpa jabatan;
4. ... nama tanpa gelar tanpa jabatan,

untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pengusulan
calon penerima bantuan Bedah Rumah berdasarkan data yang
diunggah dan yang terdapat dalam sistem elektronik berbasis digital
pada laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL ...,

NAMA TANPA GELAR
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B. SURAT TUGAS PELAKSANAAN VERIFIKASI USULAN

Menimbang :

Dasar

Kepada

Untuk

-kop surat unit kerja-

SURAT TUGAS
NOMOR ...

bahwa untuk pelaksanaan verifikasi usulan calon penerima
bantuan Bedah Rumah secara efektif, efisien, tepat sasaran,
terbuka, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
..., perlu menetapkan Surat Tugas ini;

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor ... Tahun ... tentang Bedah Rumah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMBERI TUGAS

Ul

dan seterusnya.

1. segera melaksanakan verifikasi usulan calon penerima
bantuan Bedah Rumah melalui sistem elektronik berbasis
digital ...;

2. segera memeriksa kesesuaian dokumen pengusulan ...;

3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau peraturan kebijakan.

ssesiies 20w

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
.../Kepala Satuan Kerja ...,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Tanpa Gelar
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